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ABSTRAK

Offan Maulana Anwar. NIM. 2008206052, “ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP BATAS MASA JABATAN
KEPALA DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI1/2023 Tentang Batas Masa
Jabatan Kepala Desa)”.

Masa jabatan kepala Desa tentu berdera dengan masa jabatan publik
lainnya seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Hal ini membuat
sebuah perbedaan antara harus disamakan dengan jabatan publik lainnya atau
harus berbeda. Mengingat Kepala Desa adalah pejabat yang paling bawah dan
paling sentral untuk pembangunan suatu desa. Penelitian ini mengevaluasi
dampak putusan tersebut terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi
manusia, terutama dalam hal akuntabilitas, potensi penyalahgunaan
kekuasaan, dan partisipasi warga desa dalam menentukan pemimpinnya.
Lebih lanjut, penelitian ini menelaah bagaimana putusan tersebut ditinjau dari
perspektif fikih siyasah, khususnya terkait prinsip maslahah ‘ammah
(kemaslahatan umum), syura (musyawarah), dan al- ‘adalah (keadilan).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan fikih siyasah. Penelitian ini memberikan analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI1/2023 yang menolak permohonan
terkait batas masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis
dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan batas
masa jabatan kepala desa dari enam tahun dengan batasan tiga periode yang
menolak permohonan lima tahun dan maksimal dua periode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK
mengedepankan stabilitas pemerintahan desa sebagai alasan utama, namun
dari perspektif fikih siyasah, perpanjangan masa jabatan berpotensi
mengurangi kontrol rakyat terhadap pemimpin, mengabaikan prinsip
regenerasi, dan berisiko menimbulkan kekuasaan yang terlalu panjang tanpa
batasan efektif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan
partisipasi masyarakat menjadi krusial agar putusan ini tetap sejalan dengan
nilai-nilai keadilan konstitusional dan syar’i.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, masa jabatan kepala desa,
fikih siyasah, keadilan, hak asasi manusia.



ABSTRACT

Offan Maulana Anwar, NIM. 2008206052. "ANALYSIS OF THE
CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON THE TERM LIMITS OF
VILLAGE HEADS FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH (A
Case Study of Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XX1/2023 on the
Term Limits of Village Heads)."

The term of office for village heads differs from that of other public
officials such as the President, Governors, and Regents/Mayors. This
distinction raises an important debate: whether the village head's term should
be aligned with other public offices or retain its unique structure. Given that
the village head is the lowest yet most central authority in the development of
a village, this issue has far-reaching implications.

This study evaluates the impact of the Constitutional Court’s decision
on principles of justice and human rights, particularly regarding
accountability, the potential for abuse of power, and community participation
in leadership selection. Furthermore, the study examines the ruling from the
perspective of figh siyasah (Islamic political jurisprudence), focusing on the
principles of maslahah ‘ammah (public interest), shura (consultation), and
al-‘adalah (justice).

Employing a normative juridical method with an Islamic political
jurisprudence approach, this research analyzes Constitutional Court
Decision Number 15/PUU-XX1/2023, which rejected the petition to revise the
term limits of village heads as stipulated in Law Number 6 of 2014 on
Villages. The core issue under review is the Court’s rationale for upholding
the current provision of six-year terms with a maximum of three terms,
rejecting the proposal to reduce it to five years with a maximum of two terms.

The findings indicate that, although the Constitutional Court
emphasized the stability of village governance as its primary justification,
from the perspective of figh siyasah, the extension of term limits may diminish
the people's control over their leaders, overlook the importance of leadership
regeneration, and risk entrenching power without effective checks. Therefore,
strengthening mechanisms of oversight and enhancing community
participation are crucial to ensure that the decision remains consistent with
both constitutional justice and Islamic legal values.

Keywords: Constitutional Court Decision, village head term limits, figh
siyasah, justice, human rights.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
w Ba B Be
< Ta T Te
& Sa § es (dengan titik di
atas)
Jim J Je
d
z Ha h ha (dengan titik di
bawah)
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é Kha Kh ka dan ha
3 Dal d De
3 Zal zZ Zet (dengan titik di
atas)
B Ra r er
B Zai z zet
g Sin S es
uj, Syin sy es dan ye
o Sad $ es (dengan titik di
bawah)
A Dad d de (dengan titik di
bawah)
3 Ta t te (dengan titik di
bawah)
1 Za z zet (dengan titik di
bawah)
& ‘ain koma terbalik (di
atas)
'& Gain g ge
Fa f ef
X Qaf q ki
Sl Kaf k ka
d Lam 1 el
A Mim m em
O Nun n en
F Wau w we
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A Ha h ha
Hamzah ¢ apostrof
s Ya y ye

B. Vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
- Kasrah i i
4 Dammah u u
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i+ (¢ | Fathah danya ai adanu
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LS Fathah dan au adanu
wau

Contoh:

- ;‘35 kataba

- J»d fa'ala
- dﬁw suila

- X kaifa

-

o -~

- Jd & haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
..+ .. | Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
T Kasrah dan ya 1 1 dan garis di atas
& P Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
- Ja qala
- g;:“) rama
- d—‘§ qila
- ds yaqilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- d\sLY\ i) raudah al-atfal/raudahtul atfal

- i)jl?d\ :‘-‘:’JAM al-madinah al-munawwarah/al-madinatul

munawwarah

o

- aslh talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- d}\ nazzala

- 3—‘5\ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J!, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I”” diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan

tanpa sempang.

Contoh:
- :5’335\ ar-rajulu
- (f;ﬁj\ al-qalamu

- :)Mm\ asy-syamsu
- A aljalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-l ta’khuzu

- (& syal’un
2 o4

- ¢ j—m an-nau’u

- u\ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:
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- GEOON A e ZJ\ 3 Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha fahuwa khairurraziqin

- LA 5B Aa A Al Bismillahi majrehd wa mursaha

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
o Gaallal) Gy Azl Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- e:‘éjn UAA}M Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-
rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh:

SESET-
- Gaed Hsadl Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an

Allaahu gafiirun rahtm

Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

xxii



